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Perselingkuhan -

. cukup mendominasi

dalam penanganan
pengaduan KY.

JAKARTA — Juru bicara Komisi
Yudisial (KY), Farid Wajdi, mengemuka-
kan, perlu adanya evaluasi untuk proses
pembinaan dan penunjukkan hakim
sebagai ketua pengadilan. Mereka yang
mengemban amanah tersebut haruslah
melalui seleksi ketat.

“Kita ingin yang terbaik memimpin
pengadilan. Ini untuk kebaikan dalam
penegakkan hukum,” ujar Farid melalui
pesan singkat yang diterima di Jakarta,
Rabu (12/10). i

Hal itu dia sampaikan ketika menang-
gapi kasus terjaringnya Ketua Pengadilan
Agama kota Padang Panjang Provinsi
Sumatra Barat berinisial ED, dalam razia
penyakit masyarakat (pekat). ED terjaring
dalam razia pekat di sebuah kamar hotel
di kawasan Bukittinggi bersama seorang
laki-laki yang bukan suaminya.

Terkait dengan kasus dugaan perse-
lingkuhan tersebut, Farid mengungkap-
kan, kasus perilaku asusila atau perse-
lingkuhan cukup mendominasi dalam
penanganan pengaduan KY. “Pelajaran
penting dalam kasus ini adalah banyak
hal yang harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah Agung bahwa promosi dan
mutasi di pengadilan harus mempertim-
bangkan faktor keluarga,” ujarnya.

KY mencatat, pengaduan masyarakat
untuk kasus perselingkuhan atau tindakan
asusila yang dilakukan oleh profesi hakim
menempati urutan kedua setelah kasus
suap. Dia mengatakan, kaus ini meru-
pakan perbuatan tercela, apalagi dilaku-
kan oleh hakim.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA),
Suhadi, membenarkan bahwa ED ter-
jaring dalam razia penyakit masyarakat
(pekat) di Kota Padang Panjang, Ahad
(9/10).

Sebelumnya, Pimpinan MA sudah
meminta ED untuk segera melaporkan
kebenaran peristiwa penangkapan itu.
Setelah itu, badan pengawas akan mem-
bentuk tim untuk melakukan pemerik-
saan terhadap yang bersangkutan. Setelah
pemeriksaan selesai, barulah ketua MA
menentukan sanksi apa yang akan
dijatuhkan kepada ED.

Sementara itu, anggota Komisi ITI
DPR dari PDIP, Trimedya Panjaitan, men-

jelaskan, ada sejumlah poin krusial dalam
rancangan undang-undang (RUU) jabatan
hakim yang diusulkan DPR. Poin tersebut
dimasukkan untuk memperkuat peng-
awasan hakim dalam menjalankan tugas.
Melalui rapat pleno pada tanggal 19
September 2016, naskah akademik (NA)
dan draf RUU Jabatan Hakim hasil
Harmonisasi Baleg DPR RI disetujui
sebagai draf RUU yang akan dilakukan
proses pembahasan lebih lanjut dengan
pemerintah. ®antara ed: erdy nasrul
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